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Law No.2/2014 about UUJN Change has involved additional section 
about the Apprentice Notary Candidates. The section is Section 16A which 
regulates about the obligation of Apprentice Notary Candidates. Purpose of this 
tesis for examines and analyze in the case that Apprentice Notary Candidates are 
failed to keep within confidential of any matters related to certificate 
administration and Law construction, therefore, shall be built and it involves 
several measures. Research method in this jurnal is normative research using 
statute and conceptual approaches. Law materials are described and analyzed in 
the way of interrelating to each other. It contrasts with Section 16 of Law 
No.2/2004 and Ethical Code. The consequence is only moral sanction in relative 
with the dishonesty of Apprentice Notary Candidates. Several legal sanctions can 
also be conferred to the failed obligation. In the case that Apprentice Notary 
Candidates are failed to keep within confidential of any matters related to 
certificate administration in the place where the candidates undergo their 
apprentice, and also failed to keep within secret of any remarks from the Notary 
in the apprentice place, then Apprentice Notary Candidates shall be subjected to 
criminal sanction based on Section 322 Criminal Code and also be subjected to 
civil sanction, if there is party suffering from loss, based on Section 1365 Civic 
Code. Law construction, therefore, shall be built and it involves several measures, 
such as: by arranging obligation, prohibition and strict sanction to Apprentice 
Notary or Notary Candidates into separate chapters; by affirming administrative 
sanction to Apprentice Notary Candidates who violate the stipulations, 
obligations or prohibitions of their rank; and by establishing supervisory organs 
for Apprentice Notary Candidates who remain under the coordination of Notary 
Honorary Assembly. 
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 Dalam UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan UUJN terdapat 
penambahan pasal mengenai calon notaris magang, tambahan pasal tersebut yaitu  
pasal 16A yang mengatur tentang kewajiban calon notaris magang. Tujuan 
penelitian tesis ini untuk menganalisa dan mengkaji akibat hukum bagi calon 
notaris magang yang tidak melakukan kewajibanya dan konstruksi hukum yang 
tepat agar calon notaris yang magang dapat melakukan kewajibannya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penulisan jurnal ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan 
perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat 
disimpulkan bahwa akibat hukum bagi calon notaris magang yang tidak 
melakukan kewajibanya yaitu, tidak berakibat dijatuhkanya sanksi sebagaimana 
yang dijatuhkan kepada notaris yang melanggar Pasal 16 Undang-undang Nomor 
2 Tahun 2004 dan kode etik, melainkan sanksi moral yang akan muncul akibat 
tidak jujurnya calon notaris magang dan apabila calon notaris yang magang tidak 
merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat oleh notaris di tempat dia 
magang dan keterangan yang diperoleh oleh notaris selama dia magang dapat 
dikenai sanksi pidana yaitu Pasal 322 KUHP, Juga dapat dikenai sanksi perdata, 
apabila ada pihak yang merasa dirugikan, yaitu Pasal 1365 KUHPerdata. Untuk 
itu maka perlunya melakukan upaya konstruksi hukum yaitu: memasukkan 
kewajiban dan larangan serta sanksi bagi calon notaris atau notaris magang 
kedalam bab tersendiri, mempertegas dengan sanksi administratif terhadap para 
calon notaris magang yang melanggar ketentuan terhadap kewajiban maupun 
larangan sebagai notaris magang, dan membentuk organ pengawasan bagi calon 
notaris magang yang berada dibawah koordinasi Majelis Pengawas Notaris. 
 
Kata kunci: notaris, calon notaris magang, kewajiban 
 
Latar Belakang 
Jabatan  Notaris  merupakan  jabatan  yang  terhormat  yaitu  
jabatan  yang  dalam pelaksanaannya  mempertaruhkan  jabatannya  
dengan  mematuhi  dan  tunduk  pada Undang-undang  Jabatan  Notaris,  
Kode  Etik  Notaris4  dan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.   
                                                        
4 Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah 
moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan 
disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan 
oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang 
berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang 




Pada dasarnya notaris dalam membuat akta5 selalu dengan penuh 
kehati-hatian dan  berpedoman  pada  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan  yang  berlaku  yakni Undang-undang  Jabatan  Notaris  dan  
peraturan  perundangan  lainnya.  Sebagaimana diketahui  tugas  notaris  
adalah  membuat  akta  otentik  yang  fungsinya  untuk membuktikan  
kebenaran  tentang  telah  dilakukannya  suatu  perbuatan  hukum  oleh 
para  pihak  dengan  mencantumkan  identitas  masing-masing  dari  para 
pihak tersebut.  Notaris  hanya  mengkonstantir  apa  yang  terjadi,  apa  
yang dilihat,  dan  dialaminya  serta  menuangkannya  di  dalam  akta.  
Notaris  pada  dasarnya hanya  mencatat  apa  yang  dikemukakan  oleh  
para  pihak/ penghadap  lalu dituangkannya ke dalam akta, di sini dapat 
dikatakan bahwa notaris berwenang untuk menyesuaikan  keterangan-
keterangan  yang  diberikan  para  pihak berikut surat-surat/ dokumen-
dokumen  yang diberikan dengan surat-surat/ dokumen-dokumen yang  
asli  atau  yang  sebenarnya  sehingga  notaris  dapat  menuangkan  yang  
formil  ke materiil akta. Perkembangan jaman saat ini dalam kehidupan 
bermasyarakat, semakin menuntut adanya kepastian hukum terhadap 
hubungan hukum individu maupun subyek hukum.  
Maka fungsi akta notaris dibuat tidak hanya sekedar catatan tertulis 
atau alat bukti untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah 
terjadi oleh subjek hukum, tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan 
kekuatan pembuktiannya, sehingga diharapkan dapat memberikan 
kepastian hukum di kemudian hari. Dengan demikian keberadaan akta 
otentik Notaris sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang akan 
memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. 
                                                                                                                                                        
Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. Pasal 1 huruf b Kode Etik Notaris 
Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). 
5Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang 
berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli 
warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal 
yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada 




 Untuk memenuhi syarat pengangkatan Notaris, calon Notaris wajib 
melakukan magang6 yang diatur dalam Pasal 3 huruf f Undang-undang 
Jabatan Notaris No 2 tahun 2014, yang mana syarat pengangkatan ini 
bersifat mutlak dan harus dilaksanakan oleh calon notaris, apabila calon 
notaris tidak melakukan magang maka calon notaris tidak memenuhi 
syarat pengangkatan dan tidak dapat diangkat menjadi notaris. Penerimaan 
magang calon notaris ini merupakan kewajiban notaris hal ini ditegaskan 
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n, dan sanksi yang dapat diberikan kepada 
notaris yang menolak magang calon notaris termuat secara dalam Pasal 16 
ayat (13) Undang-undang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa 
Notaris dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.  
Kewajiban calon Notaris yang magang diatur dalam Pasal 16A 
UUJN, yaitu: 
(1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (1) huruf a. 
(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon 
Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta 
yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna 
pembuatan akta. 
Kewajiban Notaris menurut Pasal 16 ayat (1) huruf a: 
“Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga 
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum" 
Pasal ini menegaskan bahwa notaris diharapkan dapat bertindak jujur, 
seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang 
tekait dalam perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah 
perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum dalam pembuatan akta. 
Selain itu, notaris wajib merahasiakan segala hal yang bersangkutan 
dengan jabatannya sebagai pejabat umum. Ketentuan mengenai rahasia 
                                                        
6Magang adalah calon pegawai yang belum diangkat secara tetap serta belum menerima 
gaji atau upah karena dianggap masih dalam tahap belajar Departemen Pendidikan Nasional, 





jabatan notaris diketemukan di dalam Pasal 16 ayat 1 huruf f dan Pasal 54 
UUJN. Karena Notaris jabatan kepercayaan yang wajib menyimpan 
rahasia mengenai akta yang dibuatnya, kecuali undang-undang 
memerintahkannya untuk membuka rahasia kepada yang memintanya. 
Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai 
dengan i dapat dijatuhi sanksi yang terdapat di dalam Pasal 16 ayat (11), 
yaitu sanksi berupa : peringatan tertulis, pemberhentian sementara, 
pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. 
Jika ada pihak yang merasa dirugikan para pihak yang bersangkutan dapat 
menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.  
Namun berbeda dengan calon notaris yang melakukan magang di 
kantor notaris, kewajiban calon notaris yang magang jelas diatur dalam 
UUJN. Dalam prakteknya tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran 
kewajiban yang dilakukan oleh calon notaris magang yang bisa jadi 
membuka rahasia atas apa yang diketahuinya selama magang. Diaturnya 
sanksi bagi calon notaris dalam UUJN dimaksudkan agar kerahasiaan dan 
kepentingan pihak-pihak terkait dengan isi akta dapat terlindungi oleh 
hukum.  
Dalam UUJN tidak mengatur pemberian sanksi yang tegas 
terhadap calon notaris, apabila calon notaris yang sedang magang tidak 
dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada, 
sehingga terjadi kekosongan hukum. 
 Tidak adanya ketentuan hukum yang jelas berkaitan dengan sanksi 
yang dijatuhkan, menggulirkan problematika yuridis, yakni tidak dapat 
ditentukan “ apa hukumnya” secara tepat (legal indeterminacy). Legal 
indeterminacy ini kemungkinan disebabkan oleh berbagai hal, antara lain:  
kekaburan makna (vagueness), kemendua-artian makna ( ambiguity), 
inkonsistensi (inconsistency), dan konsep-konsep yang secara mendasar 
bertentangan atau bersaing, yang disebut Gallie sebagai evaluative 
openness, atau konsep-konsep yang masih terbuka untuk dievaluasi.7 Hal 
                                                        
7 Mathias Klatt, Making the Law Explicit: The Normativity of Legal Argumentation, 




tidak dapat ditentukan hukumnya (legal indeterminacy) inilah yang 
disebut indeterminisme samatik atau tidak dapat ditentukannya secara 
persis makna sebenarnya, dan hal ini mempengaruhi klaim ketepatan yang 
merupakan keharusan dalam proses penalaran hukum.8 
Dari latar belakang tersebut akan dirumuskan beberapa permasalahan 
yakni Apa akibat hukum bagi calon Notaris yang magang tidak 
melaksanakan kewajibannya? Bagaimana konstruksi hukum yang tepat 
agar calon Notaris yang magang dapat melakukan kewajibannya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?. 
Jurnal ini disusun berdasarkan metode penelitian hukum normatif, 
yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) 
dan pendekatan konseptual (concept approach), yang didukung dengan 
bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan buku-buku hukum yang relevan dengan isu hukum yang singkat dalam 
jurnal ini. 
Pembahasan 
A. Implikasi Yuridis terhadap Akta Notaris Magang yang Tidak 
Melaksanakan Kewajibannya Sebagaimana Diatur dalam Pasal 16A UUJN 
1.  Analisis akibat hukum bagi calon Notaris yang magang tidak 
melaksanakan kewajibannya 
 Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris diatur dalam Pasal 3 
UUJN yaitu: 
a. warga negara Indonesia; 
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; 
d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan 
sehat dari dokter dan psikiater; 
e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; 
f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai 
karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) 
                                                                                                                                                        
Law as Interpretation, dalam Wacks, Raymond, Introduction to Philosophy of Law, Oxford 
University Press Oxford, 2006, hlm. 262-264. 




bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas 
rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; 
g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau 
tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang 
dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan 
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau 
lebih.” 
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat f  diatas yang menegaskan 
bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah telah 
menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan 
Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-
turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi 
Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan. 
Lamanya Syarat magang dalam undang-undang jabatan Notaris 
(UUJN) yang lama yaitu selama 12 (dua belas) bulan, sedangkan dalam 
UUJN yang terbaru syarat magang ini diperpanjang menjadi 24 (dua puluh 
empat) bulan, serta dalam UUJN yang baru terdapat tambahan pasal 
mengenai kewajiban bagi calon notaris yang sedang magang di kantor 
notaris yaitu Pasal 16A yaitu: 
(1) Kewajiban notaris magang yaitu bertindak amanah, jujur, saksama, 
mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait 
dalam perbuatan hukum, 
(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris 
juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang 
dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan 
Akta.” 
Dengan semakin meningkatnya para peminat generasi muda untuk 
menjadi notaris dan pertumbuhan calon notaris yang cukup pesat dengan 
dibukanya program kenotariatan dihampir semua perguruan tinggi negeri 




mempersiapkan para calon notaris supaya ketika benar-benar menjadi 
notaris bisa menjalankan kewajibannya dengan baik dan penuh 
tanggungjawab serta mempunyi dedikasi yang tinggi terhadap profesinya 
sebagai notaris yang mempunyai tanggungjawab untuk mengemban 
kebenaran dan  keadilan sebagaimana yang menjadi misi negara hukum 
yang berasaskan pancasila. 
Dalam praktiknya, calon notaris yang mengikuti program magang 
sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang mengalami banyak 
kendala, antara lain; sulitnya mendapatkan tempat magang bagi calon 
Notaris, tidak adanya kurikulum atau prosedur baku pemagangan calon 
Notaris, dan Notaris tempat magang tidak sepenuhnya memberikan 
ilmunya dengan alasan kerahasiaan jabatan atau kesibukan, serta belum 
ada kriteria bagi Notaris yang mampu atau cakap untuk memberikan ilmu 
praktik kenotariatan untuk magang calon Notaris. 
Padahal hal ini dapat berpengaruh pada pelayanan mutu jasa hukum 
yang akan diberikan kepada masyarakat pada saat calon Notaris magang 
sudah menjadi Notaris. Kemampuan tersebut tidak akan meningkat apabila 
para calon Notaris hanya berbekal teori yang didapat dari pendidikan 
formal kenotariatan semata atau magang yang dilakukan dengan waktu 
yang terbatas. 
Dengan begitu perlunya untuk mempersiapkan para calon Notaris 
supaya menjadi pejabat-pejabat Notaris yang berintegritas, dan jujur serta 
amanah terhadap kepentingan klienya maka, berdasarkan Undang-undang 
No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 16A ayat (1) dinyatakan 
bahwa calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan 
ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a 
sedangkan ayat (2) dinyatakan bahwa selain kewajiban sebagaimana yang 
dimaksud dalam ayat (1) diatas, calon notaris juga wajib merahasiakan 
segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang 
diperoleh guna pembuatan akta. 
Dari Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menjadi kewajiban calon Notaris 




bunyi ketentuan dari huruf a yakni, calon notaris wajib bertindak amanah, 
jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak 
yang terkait dalam perbuatan hukum, dan ditambah lagi dengan kewajiban 
untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat. Jelas 
bahwa dari ketentuan tersebut calon notaris berkewajiban untuk 
melaksanakan dalam ketentuan tersebut dan tidak diperbolehkanya untuk 
melanggar kewajiban tersebut.  
Calon notaris yang magang berperan sebagai staf atau karyawan yang 
menerima klien yang memerlukan upaya hukum dari kantor notaris di 
tempat dia magang tersebut. Maka calon notaris diharapkan bertindak 
amanah yaitu dapat dipercaya dalam segala hal transaksi baik pembayaran 
pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Badan 
Pertanahan Negara, jujur, seksama yaitu teliti dan cermat dalam bekerja, 
mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait 
dalam perbuatan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subyek 
hukum dalam pembuatan akta. Juga calon notaris yang magang wajib 
untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat, yaitu 
merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat oleh notaris di 
tempat dia magang dan keterangan yang diperoleh oleh notaris selama dia 
magang.  
 Dalam ketentuan naskah akademiknya disebutkan bahwa, magang 
sebagai syarat untuk diangkat sebagai notaris diperpanjang dari 12 (dua 
belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan, agar calon Notaris 
mendapatkan kompetensi profesional, personal dan sosial sesuai dengan 
tujuan magang, yaitu alih pengetahuan dan keterampilan (transfer of 
knowledge and skills), selain itu, bagi calon notaris yang magang, yang 
bersangkutan dikenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana 
Notaris menjaga rahasia jabatannya.9 
 Namun jika kemudian dikaji lebih mendalam maka dari ketentuan 
Pasal 16A ayat (1) dan (2) dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 
                                                        
9 Naskah akademik pembahasan naskah akademik Rancangan Undang-undang perubahan 




tentang Jabatan Notaris di dalam pasal-pasal lainnya tidak ditemukannya 
sanksi bagi calon notaris magang yang apabila melanggar ketentuan 
tersebut, bahkan pengaturan terkait dengan calon notaris magang hanya 
satu pasal saja. Selanjutnya bila kemudian dilanjutkan dalam ketentuan 
kode etik Notaris yang mengatur terkait dengan jabatan Notaris mulai dari 
hak dan kewajiban Notaris hingga kepada larangan dan sanksi kepada 
Notaris yang melanggar kode etikpun tidak kemudian diketemukan suatu 
ketentuan yuridis yang mengatur terkait dengan sanksi hukum bagi calon 
notaris yang melanggar bunyi dari Pasal 16A ayat (1) dan (2) Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. 
Berdasarkan teori kepastian hukum maka Pasal 16A UUJN tidak 
memenuhi teori yang menjadi dasar terbentuknya peraturan perundang-
undangan yaitu kepastian hukum. Karena Pasal 16A UUJN mengatur 
secara jelas kewajiban calon Notaris magang namun sanksi bagi calon 
notaris magang apabila tidak melakukan kewajibannya tidak diatur dalam 
UUJN tersebut, seharusnya sesuai dengan teori kepastian hukum,  haruslah 
suatu peraturan perundang-undangan jelas dan tidak terdapat kekosongan 
hukum yang menimbulkan kebingungan terhadap notaris maupun  
pembaca undang-undang. 
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka jelaslah 
berdasarkan teori kepastian hukum baik Undang-undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang jabatan notaris maupun, kode etik notaris tidak mempunyai 
keberlakuan sanksi yang mengikat secara yuridis kepada para calon notaris 
magang sebagai akibatnya segala sanksi yang diatur di dalam ketentuan 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 serta kode etik tidak dapat 
diberikan sanksi kepada calon notaris apabila calon notaris magang tidak 
melakukan kewajibanya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 16A 
Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 sebagaimana sanksi yang seharusnya 
diberikan kepada para notaris apabila tidak melakukan kewajibanya 
sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 




Berdasarkan teori tanggung jawab mutlak, bahwa seorang individu 
bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak 
sengaja dan tidak diperkirakan. Berkaitan dengan kewajiban calon Notaris 
yang magang yang telah diatur kewajibannya dalam Pasal 16A UUJN 
wajib menanggung segala sesuatunya selama masa magang, jika ada suatu 
hal yang boleh dipersalahkan, diperkarakan, dituntut, dll. 
Dengan demikian akibat hukum bagi calon notaris magang yang tidak 
melakukan kewajibanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16A untuk 
bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga 
kepentingan pihak yang terkait perbuatan hukum serta merahasiakan 
segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang 
diperoleh guna pembuatan akta tidak berakibat dijatuhkanya sanksi 
sebagaimana yang dijatuhkan kepada Notaris yang melanggar Pasal 16 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 dan kode etik.  
Melainkan sanksi moral yang akan muncul, hal ini berkaitan dengan Pasal 
16A ayat (1) yaitu apabila calon notaris selama magang tidak bersikap 
jujur, amanah, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang 
terkait dalam perbuatan hukum. Sanksi moral ini adalah sanksi yang 
datang dari masyarakat apabila calon notaris magang tidak jujur selama 
magang maka masyarakat tidak lagi percaya dan akan enggan untuk 
mengurus segala sesuatu berkaitan dengan perjanjian ke kantor notaris 
dimana calon notaris tersebut magang. Diaturnya  sanksi yang jelas 
dimaksudkan agar kerahasiaan dan kepentingan para pihak terkait dalam 
akta terlindungi oleh hukum. Akibat tidak jujurnya calon notaris magang 
yang tidak merahasiakan atas apa yang dirahasiakanya oleh notaris tempat 
di mana calon notaris magang yang diatur dalam Pasal 16A ayat (2), akan 
tetap berlaku ketentuan hukum pidana kepada calon notaris yang magang 
karena perbuatan pidana yang dilakukan yang melanggar ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku di dalam KUHP yang berakibat hukum 
terhadap dijatuhkannya sanksi pidana kepada calon notaris magang. Calon 
notaris yang magang dapat dikenai sanksi pidana, apabila calon notaris 




dibuat oleh notaris di tempat dia magang dan keterangan yang diperoleh 
oleh notaris selama dia magang yaitu Pasal 322 KUHP yang berbunyi: 
(1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib 
disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang 
sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara 
paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus 
rupiah. 
(2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka 
perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.” 
Juga dapat dikenai sanksi perdata, apabila ada pihak yang merasa 
dirugikan, yaitu Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi :“Tiap perbuatan 
melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, 
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 
mengganti kerugian tersebut”. 
 Karena untuk sanksi perdata dan sanksi pidana merupakan sanksi 
yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan gugatan para pihak yang 
menanggung kerugian atas akta yang dibuat oleh notaris di tempat calon 
notaris magang. 
2.    Analisi konstruksi hukum yang tepat agar calon Notaris yang magang 
dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diperbaharui 
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris 
telah mencoba mengupayakan untuk memberikan perhatian kepada para 
calon notaris magang dengan disahkannya Pasal 16A Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dimana dalam pasal tersebut 
dinyatakan bahwa calon notaris yang sedang melakukan magang wajib 
melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 
(1) huruf a yang berbunyi calon notaris  magang wajib bertindak amanah, 
jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak 




menjaga serta merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya 
dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.  
Dari ketentuan tersebut diatas jelas, calon notaris magang mempunyai 
kewajiban hukum yang harus dilakukan dalam kapasitasnya sebagai calon 
notaris magang. Namun dari ketentuan tersebut tidak penulis temukan 
terkait dengan sanksi yang kemudian dijatuhkan kepada calon notaris 
magang yang melanggar kewajibanya. Oleh sebab itu maka dalam 
prakteknya tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran kewajiban 
yang dilakukan oleh calon notaris magang yang bisa jadi membuka rahasia 
atas apa yang diketahuianya selama magang padahal Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris mewajibkanya bagi calon 
notaris magang merahasiakanya.  
Sebagaimana dikemukakan bahwa peraturan perundang-undangan 
tersebut tidak jelas, tidak lengakap, dan tidak dapat mengikuti 
perkembangan masyarakat dalam hal itu menimbulkan ruang kosong. 
Untuk itu maka perlunya melakukan upaya konstruksi hukum sebagai 
tindak lanjut penangulangan terhadap calon notaris magang yang 
melanggar kewajibanya tersebut.  
Dalam Teori penemuan hukum konstruksi hukum terjadi, apabila tidak 
diketemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat 
diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, ataupun dalam hal 
peraturannya memang tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (recht 
vacuum) atau kekosongan undang-undang (wet vacuum). Untuk mengisi 
kekosongan undang-undang inilah, biasanya hakim menggunakan 
penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-
undang, di mana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, tetapi 
dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.10 
Oleh sebab itu konstruksi hukum sebagai landasan normatif bagi calon 
notaris magang yang melanggar kewajibannya perlu dilakukan sebagai 
benang merah untuk menjembatani tujuan calon notaris magang supaya 
lebih profesional berintegritas serta bertanggungjawab atas pekerjaannya 
                                                        




sehingga dalam pelaksanaan magangnya calon notaris benar-benar 
bertindak jujur, amanah, mandiri, seksama dan tidak berpihak serta 
menjaga kerahasiaan terhadap informasi yang berkaitan dengan 
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum di tempat dia 
magang. Karena itu maka konstruksi  hukum tersebut harus memberikan 
efek jera terhadap calon notaris magang dengan memberikan sanksi yang 
tegas terhadap para calon notaris magang yang memang terbukti 
melanggar kewajibanya. 
Teori kewenangan lebih mengarah kepada kekuasaan membentuk 
peraturan terkait dengan adanya “separation of power”. Seperti pada 
konsep Trias Politica Montesquieu. Kewenangan adalah hak moral untuk 
membuat dan melaksanakan keputusan politik. Prinsip moral menentukan 
siapa yang berhak memerintah, mengatur cara dan prosedur melaksanakan 
wewenang. Sebuah bangsa atau negara mempunyai tujuan, kegiatan untuk 
mencapai tujuan tersebut disebut tugas. Hak moral untuk melakukan 
kegiatan mencapai tujuan disebut kewenangan. 
Dengan Teori kewenangan dapat menganalisis mengenai siapakah 
yang berwenang memberikan saknsi baik teguran maupun peringatan 
tertulis kepada calon notaris magang, apabila calon Notaris magang tidak 
melaksanakan kewajibannya sesuai dengan undang-undang Jabatan 
Notaris. 
Adapun upaya-upaya sebagai konstruksi hukum dalam menangulagi 
calon notaris magang yang melanggar kewajibanya adalah sebagai berikut; 
a. Memasukkanya istilah hukum Notaris magang atau calon notaris 
kedalam bab 1 ketentuan umum Pasal 1 untuk memberikan kepastian 
hukum secara subjektif terhadap para calon notaris magang yang 
berkaitan dengan landasan hukumnya dalam melaksanakan 
kewajibanya sebagai notaris magang  sehingga tidak terjadi kerancuan 
dalam pengaturannya di mana di dalam ketentuan umum tidak 
menyebutkan apa yang dimaksud notaris magang atau calon notaris 
magang tetapi di dalam salah satu pasal memberikan kewajiban 




secara subjektif terkait dengan siapa yang bertanggungjawab 
berdasaran teori pertanggungjawaban atas pertanggungjawaban 
terhadap pelangaran  kewajibanya sebagaimana yang maksud di dalam 
Pasal 16A ayat (1) dan (2) tidak jelas secara subjeknya. 
b. Memasukkan kewajiban dan larangan serta sanksi bagi calon notaris 
atau notaris magang kedalam bab tersendiri di dalam landasan hukum 
jabatan Notaris dalam hal ini Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 
sehingga lebih memperjelas atas konsekuensi yuridis terhadap calon 
notaris magang apabila tidak melakukan kewajibannya atas apa yang 
telah diatur di dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan. Serta 
segala larangan yang menjadi batasan-batasan yang tidak boleh 
dilakukan oleh calon notaris magang yang tentunya apabila kewajiban 
dan larangan-larangan tersebut sebagaimana yang diatur dalam 
ketentuan Undang-undang dilanggar oleh para calon notaris magang 
maka diberikan sanksi tersendiri yang memberikan efek jera terhadap 
diri calon notaris. 
c. Mempertegas dengan sanksi administratif terhadap para calon notaris 
magang yang melanggar ketentuan terhadap kewajiban maupun 
larangan sebagai otaris magang. Hal ini tentunya sebagai upaya untuk 
mencetak notaris yang berintegritas dan profesional dalam mengemban 
amanah dan menjalankan profesinya sebagai pilar negara hukum, 
kondisi ini tentunya sebagai  wujud pengawasan terhadap persyaratan 
bagi calon notaris untuk dapat diangkat menjadi notaris yang harus 
terpenuhinya persyaratan sebagaimana berikut yang diatur di dalam 
pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang jabatan Notaris 
adalah harus warga negara indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, bermur minimal 27 tahun dan berijazah sarjana hukum serta 
yang tidak kalah pentingnya sebagai kelengkapan persyaratanya adalah 
telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai 
karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut 
pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi 




d. Membentuk organ pengawasan bagi calon notaris magang yang berada 
dibawah koordinasi Majelis Pengawas Notaris. Hal ini sebagai bentuk 
komitmen pengawasan serta pembentukan karakter generasi penerus 
pejabat Notaris yang nantinya akan mengawal kepastian hukum dalam 
negara hukum ini. Juga sebagai wujud kepedulian serta memberikan 
perhatian khusus bagi notaris magang supaya lebih meningkatkan 
kemampuan dan pengetahuanya serta mengetahui bagaimana tugas dan 
kewajibanya ketika nantinya sudah benar-benar menjadi notaris. 
e. Memberikan kewenangan terhadap organ pengawas terhadap calon 
notaris atau notaris magang untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan 
kewajibanya yang tidak dilakukan oleh calon notaris serta jenis 
pelanggaran yang dilakukan oleh calon notaris dengan tentunya 
memperhatikan pertimbangan-pertimbangan fakta hukum yang ada 
sehingga sanksi yanng diberikan adalah sanksi yang bersifat 
membangun karakter calon notaris untuk lebih baik, kecuali 
pelanggaran hukum pidana yang tentunya menjadi ranah kewenangan  
hukum pidana yang harus diberikan sanksi pidana sesuai dengan 
ketentuan KUHP. 
Upaya-upaya tersebut diatas tentunya adalah bagian dari upaya untuk 
mengkonstruksi hukum tentang Jabatan Notaris yang harus 
memperhatikan betul terkait dengan masa depan perkembangan hukum 
nasional kita sebagaimana yang menjadi dasar secara filosofis lahirnya 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui 
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris 
yang mana dalam undang-undang tersebut diatas masih banyak 
kekosongan hukum yang tidak mengatur secara komprehensif terkait 
dengan calon notaris atau yang kemudian biasa disebut sebagai notaris 
magang. 
Simpulan  
Akibat hukum bagi calon notaris magang yang tidak melakukan 
kewajibanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16A ayat (1) dan (2), tidak 




melanggar Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 
dan kode etik. Melainkan sanksi moral yang akan muncul akibat tidak jujurnya 
calon notaris magang yang tidak merahasiakan atas apa yang dirahasiakanya oleh 
notaris tempat di mana calon notaris magang. Namun akan tetap berlaku 
ketentuan hukum pidana kepada calon notaris yang magang karena perbuatan 
pidana yang dilakukan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku 
di dalam KUHP yang berakibat hukum terhadap dijatuhkannya sanksi pidana 
kepada calon notaris magang, apabila calon notaris yang magang tidak 
merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat oleh notaris di tempat dia 
magang dan keterangan yang diperoleh oleh notaris selama dia magang yaitu 
Pasal 322 KUHP. Juga dapat dikenai sanksi perdata, apabila ada pihak yang 
merasa dirugikan, yaitu Pasal 1365 KUHPerdata.  
Konstruksi hukum sebagai landasan normatif bagi calon notaris magang 
yang melanggar kewajibannya perlu dilakukan sebagai benang merah untuk 
menjembatani tujuan calon notaris magang supaya lebih profesional berintegritas 
serta bertanggungjawab atas pekerjaannya sehingga dalam pelaksanaan 
magangnya calon notaris benar-benar bertindak jujur, amanah, mandiri, seksama 
dan tidak berpihak serta menjaga kerahasiaan terhadap informasi yang berkaitan 
dengan kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum di tempat dia 
magang. Salah satu upaya konstruksi hukum adalah dengan memasukkanya istilah 
hukum notaris magang atau calon notaris kedalam bab 1 ketentuan umum Pasal 1 
untuk memberikan kepastian hukum secara subjektif, memasukkan kewajiban dan 
larangan serta sanksi bagi calon notaris atau notaris magang kedalam bab 
tersendiri, mempertegas dengan sanksi administratif terhadap para calon notaris 
magang yang melanggar ketentuan terhadap kewajiban maupun larangan sebagai 
notaris magang, dan membentuk organ pengawasan bagi calon notaris magang 
yang berada di bawah koordinasi Majelis Pengawas Notaris untuk memberikan 
perhatian khusus bagi notaris magang, memberikan kewenangan terhadap organ 
pengawas terhadap calon notaris atau notaris magang untuk menjatuhkan sanksi 
sesuai dengan kewajibannya kecuali pelanggaran hukum pidana yang tentunya 
menjadi ranah kewenangan  hukum pidana yang harus diberikan sanksi pidana 
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